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[Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) .
[Penaadilan Tata Usaha Negara Palu _ i

BAB |
KUISIONER SURVEY

Penyusunan Survei Kepuasan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Pengadilan
Tata Usaha Negara Palu, dimaksudkan sebagai kegiatan untuk mendapatkan suatu
gambaran/pendapat masyarakat tentang kualitas pelayanan publik yang telah
diberikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Selain itu, kegiatan ini bertujuan
untuk mengetahui tingkat kinerjo Pengadilan Tata Usaha Negara Palu oleh pencari
keadilan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan anti
korupsi publik selanjutnya.

Ruang lingkup kegiatan yang dimintakan survei meliputi seluruh proses pelayanan
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Penyusunan Survei Kepuasan terhadap Pengadilan
Tata Usaha Negara Palu ini mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan
Evaluasi Zona Integritas 2023 dan menggunakan format sebagaimana dalam Surat
Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Aplikasi E-Survei Pada Satuan Kerja di
Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan
Tata Usaha Negara tanggal 8 Juli 2024.
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1.1 Form Data Responden Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)
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e-Survey PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
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dan SIGN IN
Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)
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[selamat Datang Responden]
Kami mohon kesedigan Bapak/ibu/Saudara(i) untuk gisi Survel Kep yarakat dan Survel ¢ psi Anti psi
puda PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU, husil survei ini gkan kami gunakan sebagol bahan p untuk
perbaikan kualitas pelay koml ber 1
[pata Responden]
Noma Responden* - 4
Usla Responden * .
Jonis Kelomin * Lad-taki Petempuan
Nomor Telepon Responden & ']
Comtoh : §2378 8028 $140
Alamat Emall Responden ]
Domisili Responden [— N
Pandidikan Respondun * Pitin Pondidikan :
Pekerjaan Responden * pillh Pokorjaan B
Jenis loyanan :
mIPormohonon {Periawanon, Poloyanan Upaya Hukum, Pelayanon Pengembalian Sisa Ponjor. Potayonon tksekusi
. Penyclesdion Perkarc anan a-Court, Pelayanan Bantuan Hukum)

. nan Salinon Putusan ¥okovenan Surdt Kuasa, Pelayanon Sural Xotorangan {idak fersan Packora TUN. Polayana
2. Pangombilan Produk Pengadilan lary! ng giut otayanan

3.dntormas) & Panguduan ‘ofmassi, Penanganan Pongaduon)

Jenis layanan yang ditasiona 3 -|
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1.2 Form Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)

[survei Persepsi Anti Korupsi]
*Jawabtah kuesioner berikut desgon memberi tonda bintang:
®oiokkkok Sangat Setuju Sekoil
*¥ % k% Sangat Setuju
*% k& Setuju
Wk Kurang Setuju
& Tidak Setupu
+* Songot Tidok Setuju

*1.Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan Inl

Informasi Lebih Lanjut
Shededokdde O odeddeke ke Sdkke Shk Uk

* 2. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit loyanan inl

Informoni Lebih Lanii

D %dediekow £ ododekrkde Shkhk ok 1k 2

* 3. Tidak ada p imaan imbalan uang/b g/fasiiitas diluar ketertuan yang berlaku pada unit layanan inf
fi

T dRdehek g ~ ek Sfekokd Jkk Tk Cx

* 4. Tidak ada pungutan Har (pungli) pada unit layanan ini

informas Lebin tanjut
RR 2 4 ¢ b SRR £ 4 2 ¢ JERE ¢ ¢ 4 4 *hk Dhhk Sk

* 8. Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan inl

Intormoasi Letih Lanjut
Ooedddokk Odedokkk Sk Ddkk Ok Tk

[Kritik & Saran]

R ST
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BAB Il
METODOLOGI SURVEI

Survei ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif yaitu
dengan melakukan penyebaran kuisioner secara online melalui link survei dalam
pengumpulan data-data yang dibutuhkan untuk mendapatkan nilai atau angka-
angka. Data-data tersebut kemudian dioloh dengan menggunakan pendekatan
deskripsi kuantitatif untuk memperolah gambaran nyata kudalitas pelayanan yang
diberikan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu melalui pengolahan hasil survei.

2.1 Kriteria Responden

Responden adaloh penerima pelayanan publik yang telah menerima pelayanan
dari aparatur penyelenggara pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.
Adapun kriteria responden yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Pengunjung Pengadilan Tata Usaha Negara Palu atau Para Pencari Keadilan
di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

b. Telah berusia lebih dari 17 (tujuh belas) tahun atau belum berusia 17 (tujuh
belas) tahun tetapi telah menikah.

c. Telah menerima layanan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yaitu
Penyelesaian Perkara TUN, Pengambilan Produk Pengadilan TUN, dan/atau
Informasi dan Pengaduan.

2.2 Metode Pencacahan

Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dilakukan dengan metode
pencacahan yaitu menggunakan angka-angka yang dipersamakan dengan
jumlah bintang yang diberikan oleh responden sebagai indikator penghitungan
tingkat kepuasan masyarakat atau dasar pengukuran tingkat kepuasaan
masyarakat. Adapun pengukuran dalam Survei sebagai berikut:

* Sangat tidak setuju
*% Tidak Setuju

L & & 1 Kurang Setuju

L & & & § Setuju

L 8 & & & ¢ Sangat Setuju

& & & & & 4 Sangat setuju Sekali

Pengisian Survei oleh responden yang memenuhi kriteria responden melalui link
Survei https://survei.djmt.id/ptun_palu. Adapun rentang waktu pengisian Survei
dimulai pada bulan Januari s.d Maret 2026. Jumlah minimail responden dalam
pengisian survei adalah 20 (dua puluh) responden sebagai angka minimum untuk
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pengujian validitas dari Survei. Untuk periode ini terdapat 23 (dua puluh tiga)
responden yang mengisi survei.

2.3 Metode Pengolahan Data dan Anailisis

Pengolahan data hasil Survei oleh responden dilakukan dengan mengkonversi hasil
pencacahan atau pengukuran menjadi 4 (empat) skala sebagai berikut:

Tabel 2.1: Indeks Survei Persepsi Anti Korupsi

No | Mutu Nilai SPAK Persentase Kinerja
1 | A (Sangat Baik) | 3,5324 — 4 88.31%-100% | Bersih dari korupsi
2 | B (Baik) 3.0644 — 3,532 | 76.61%-88,20% | Cukup bersih dari korupsi

3 | C (Kurang baik) | 2,6000 —3,064 | 65,00%-76,60% | Kurang bersih dari korupsi

4 | D (Tidak Baik) 1,0000 — 2,5996 | 25,00%-64,99% | Tidak bersih dari korupsi

Adapun rumus yang digunakan dalam pengkonversian ataupun pengolahan data
adalah sebagai berikut:

NILAI SPAK= -Total jumlah Bintang . ,

Jumlah responden X 20

Nilai SPAK
4( Skala SPAK)

Presentase SPAK = X 100%
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BAB Il
PENGOLAH SURVEI

3.1 Analisis Hasil Survei

Hasil Survei terkait Persepsi anti korupsi diolah secara deskriptif untuk membantu
menggambarkan kualitas dengan menguhubungkan angka-angka dan variable
penilaian. Berdasarkan hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Pengadilan Tata Usaha
Negara Palu yang dilaksanakan pada Bulan Januari s.d Maret 2026, adapun nilai
Survei terkait persepsi anti korupsi yang didapatkan yaitu 5,97 (lima koma Sembilan
tujuh) atau 99,56% yang masuk dalam kualitas pelayanan sangat baik.

Berikut hasil perhitungan nilai SPAK Pengadilan Tata Usaha Negara Palu:

Rata -
No Pertanyaan Rata | Skala
Nilgi

1 | Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan 5,96 6

5 Tidak ada pelayanaan diluar  prosedur/kecurangan 6 6
pelayanan pada unit layanan ini

3 Tidak ada penerimaan imbalan vang/barang/fasilitas diluar 594 6
ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini '

4 | Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini ) 6

5 Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit 594 p
layanan ini '

Andlisis data hasil SPAK untuk setfiap Kuisioner pernyataan didiskripsikan sebagai
berikut:

1. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini.
Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang
memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan pelayanan
karena faktor (suku, agama, kekerabatan, amamater, dan sejenisnya).

Number Of Stars RESPOTEE Response Percent
Count
* 0 0%
* % 0 0%
L & & i 0 0%
L & & & 1 0 0%
L & & & & 1 4%
L & & & & & ¢ 22 96%
Total 23 100%

Berdasarkan hasil kuisioner di atas, dapat dilihat bahwa dari 23 (dua puluh
Tiga) responden yang mengikuti survei, sebagian besar responden memberikan
nilai é (enam) bintang (96%) yakni sangat setuju sekali atau 22 (dua puluh duaq)

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu | 6
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responden dan 1(satu) responden memberikan 5 (lima) bintang (4%) pada
pernyataan bahwa tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan tersebut.

Dalam hal ini, nilai rata-rata dari skor bintang adalah 5,54 {lima koma lima
empat) yang menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi dari responden
dikarenakan tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan.

2. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan
ini.
Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang
memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga
mengindikasikan kecurangan, seperti penyerobotan antrian, mempersingkat
waktu tunggu layanan diluar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, dan
pengurangan denda.

Number Of Stars R%S:l?:tse R:choezste
* 0 0%
& & 0 %
'S 2 0 o
'S 22 0 0%
' 2 2 2 2 ) 0 0%
2 2330 2} 23 100%
Total 23 100%

Berdasarkan hasil kuisioner di atas, dapat dilihat bahwa dari 23 (dua puluh
tiga) responden yang mengikuti survei, semua responden memberikan nilai 6
(enam) bintang (100%) yakni sangat setuju sekali atau 23 (dua puluh figa)
responden).

Dalam hal ini, nilai rata-rata dari skor bintang adalah 6 (enam) yang
menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi dari responden dikarenakan tidak
ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan.

3. Tidak ada penerimaan imbalan uvang/barang/fasilitas di luar ketentuan yang
berlaku pada unit layanan ini.
Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang
menerima/bahkan meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, transport,
rokok, kopi, dll di luar ketentuan, pemberian imbalan barang berupa makanan
jadi, rokok, parsel, perhiasan, elektronik, pakaian, bahan pangan, di luar
ketentuan, pemberian imbalan fasilitas berupa akomodasi  (hotel, resort
perjalanan/jasa transportasi, komunikasi, hiburan, dan voucher belanja) di
luar ketentuan.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu | 7
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Number Of Stars Recsg : :tse Rsesr;r'\;e
e 0 0%
& 0 L
B dd 0 g%
ek uh 0 0%
'S 222 1 2%
' 2 222 2 22 26%
Total 23 100%

Berdasarkan hasil kuisioner di atas, dapat dilihat bahwa dari 23 (dua puluh
tiga) responden yang mengikuti survei, sebagian besar memberikan nilai é (enam)
bintang (26%) yakni sangat setuju sekali atau 22 (dua puluh dua) responden pada
pernyataan bahwa tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar
ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini. Sementara itu, 1{satu) responden
(4%) yang memberikan nilai 5 (lima) bintang sangat.

Dalam hal ini, nilai rata-rata dari skor bintang adalah 5,96 (lima koma
Sembilan enam) yang menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi dari responden
dikarenckan tidak ada penerimaan imbalan uvang/barang/fasilitas di luar
ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini.

4. Tidak ada pungutan liar {(pungli) pada unit layanan ini.
Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang
melakukan pungli, yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima
pengguna layanan diluar tarif resmi (pungli bisa dikamuflasekan melalui berbagai

istilah seperti "uang administrasi”, "uang rokok”, "uang terima kasih", dsb).

Number Of Stars Response Response
Count Percent
* 0 0%
* % 0 0%
L & & 0 0%
LB & & 4 0 0%
L& & & & 0 0%
1 A & & & & 23 100%
Total 23 100%

Berdasarkan hasil kuisioner di atas, dapat dilihat bahwa dari 23 (dua puluh
tiga) responden yang mengikuti survei, semua memberikan nilai 6 (enam) bintang
(100%) atau 23 [dua puluh tiga) responden pada pernyataan bahwa tidak ada
pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu | 8
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5.

Dalam hal ini, nilai rata-rata dari skor bintang adalah 6 (enam) yang
menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi dari responden dikarenakan tidak
ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini.

Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini.

Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang
melakukan percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini,
maupun pihak luar yang memiliki hubungan/atau tidak memiliki hubungan
dengan oknum pegawai.

Response Response
Number Of Stars Count Percent
* 0 0%
& 1 0 0%
L B & 4 0 0%
L & & & 0 0%
L8 & & & { 1 4%
& & & & & 22 96%
Total 23 100%

Berdasarkan hasil kuisioner di atas, dapat dilihat bahwa dari 23 (dua puluh
tiga) responden yang mengikuti survei, sebagian besar memberikan nilai 6 (enam)
bintang (96%) atau 22 (dua puluh dua) responden pada pernyataan bahwa tidak
ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini. Sementara itu, 1
(satu) responden (4%) yang memberikan nilai 5 (lima) Bintang.

Dalam hal ini, nilai rata-rata dari skor bintang adalah 5,54 {lima koma lima
empat) yang menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi dari responden
dikarenakan tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini.
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BAB IV
DATA SURVEI

4.1 Data Responden

A. Jenis Kelamin
Berdasarkan data responden yang diterima, karakteristik responden yang dibagi
berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Jenis kelamin Jumlah Presentase

Pria 19 83%
Wanita 4 17%
Jumlah 23 100%

Jenis Kelamin

= Perempuan = Laki-Llaki =

B. Usia

Adapun rentang usia dari responden sebagai berikut:
Rentang Usia Jumlah Presentase
20-30 2 9%
31-40 11 48%
41-50 7 30%
Di atas 50 3 13%
Jumlah 23 100%
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Usia

® 20-30 = 31-40 =41-50 Di atas 50

Responden dengan rentang usia 20-30 tahun sebanyak 2 (dua) orang (9%).
responden dengan rentang usia 31-40 tahun sebanyak 11 (sebelas) orang (48%),
kemudian responden dengan rentang usia 41-50 tahun sebanyak 7 (tujuh) orang
(30%) dan responden usia di atas 50 (lima puluh) tahun sebanyak 3 (tiga) (13%)
responden. Sehingga dapat diketahui, bahwa penerima layanan seluruhnya
masuk dalam kategori usia produktif yaitu dengan rentang usia 31-40 tahun.

C. Pekerjaan

Pekerjaan dari responden sebagai berikut:

Pekerjaan Jumlah | Persentase

PNS / ASN 9 39%

Swasta 6 26%

Advokat 8 35%

Jumlah 23 100%
Pekerjaan

N\

= PNS/ASN = Swasta = Advokat

Responden yang mengisi survei sebanyak 9 (sembilan) responden (39%)
berprofesi sebagai PNS/ASN, 6 (enam) Responden (26%) berprofesi sebagai
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swasta, dan 8 (delapan) responden (35%) berprofesi Advokat. Hal ini dapat

memberikan gambaran kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tentang

profil responden dalam hal pekerjaan, sehingga dapat diombil kebijakan yang

tepat dalam menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan responden.
D. Pendidikan

Adapun Jenjang pendidikan dari responden sebagai berikut:

Pendidikan Jumliah Presentase
SLTA / Sederajat 4 17%
S1 19 83%
Jumlah 23 100%
Pendidikan

/

= SLTA / Sederajat = 51

Responden yang mengisi Survei sebanyak 4 (empat) responden (17%)
berpendidikan SLTA sedercjat, dan 19 (Sembilan belas) responden (83%)
berpendidikan Sarjana (S1), Hal ini dapat memberikan gambaran kepada
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tentang profil responden dalam hal
pendidikan, sehingga dapat diambil kebijakan yang tepat dalam menyediakan
layanan yang sesuai dengan kebutuhan responden.

E. Jenis layanan

Jenis layanan yang diterima oleh responden adalah sebagai berikut:

Jenis Layanan Jumlah | Persentase
Penyelesaian Perkara TUN 23 100,00%
Pengambilan Produk Pengadilan Tun 0 0,00%
Informasi & Pengaduan TUN 0 0,00%
Jumlah 23 100,00%
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Jenis Layanan

= Penyelesaian Perkara TUN Pengambilan Produk Pengadilan TUN

= Informasi & Pengaduan TUN

Responden yang menerima jenis layanan Penyelesaian Perkara TUN sebanyak 23
(dua puluh tiga) responden (100%).

4.2 Hasil Perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi{SPAK])

» ) 138 wimatsapp X [ E-Survey Admin x  + - a ®

€« C % survei.gimtid/Admin/Rekap_SPAK aQ v b o

# © sunvey Status Burver Survem Harian (SKM} MNLAT AN TATA USAHA NEGATA T Il

REKAP SURVEI PERSEPSI ANTI KDRUPS{ (SPAK)

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU
REKAT SURYVE T HARIAN = Triwulan 1

Tahun 2026

Rekap SPAK

Data Masuk
PEEAN SURVH]
Nilai SPAK

5.97 9 A (Sangat Baik)

8 x5c

% Huon ringan B Qsen o L D0 L &6 ¢ 4 3 A By gy SHAM

+/2/2026

4.3 Tautan Akses Hasil Survei
Untuk link survei dapat diakses pada:

https://survei.dimt.id/ptun_palu Untuk mengakses hasil survey SKM dan SPAK, dapat
diakses pada: hitps://ptun-palu.go.id/hasil-survey-kepuasan-masyarakat/.
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